PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR :         / KOMINFO/ 2007

TENTANG

STANDAR WAJIB KUALITAS PELAYANAN UNTUK PENYELENGGARAAN JASA TELEPONI DASAR DAN PENYELENGGRAAN JARINGAN TETAP LOKAL, PENYELENGARAAN JARINGAN TETAP SAMBUNGAN JARAK JAUH, SERTA PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP SAMBUNGAN INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang
:
a.  
bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada pemakai dan pelanggan didalam penyelenggaraan jasa teleponi dasar dan penyelenggaraan jaringan tetap lokal, penyelenggaraan jaringan tetap sambungan jarak jauh, serta penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional, perlu ditetapkan parameter kualitas layanan beserta tolak ukurnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Standar Wajib Kualitas Pelayanan untuk Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar dan Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Jarak Jauh, serta Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional.

Mengingat
:
1.
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3881);

2.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

3.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor   9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:  01/P/M.Kominfo/I/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;

6. 
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG STANDAR WAJIB KUALITAS PELAYANAN UNTUK PENYELENGGARAAN JASA TELEPONI DASAR DAN PENYELENGGRAAN JARINGAN TETAP LOKAL, PENYELENGARAAN JARINGAN TETAP SAMBUNGAN JARAK JAUH, SERTA PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP SAMBUNGAN INTERNASIONAL
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri  ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang selanjutnya disebut BRTI adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan Komite Regulasi Telekomunikasi.

2. Kinerja Penagihan adalah kehandalan sistem tagihan dan durasi waktu penyelesaian sengketa terkait tagihan yang dicerminkan dalam jumlah keluhan atas tagihan serta jumlah keluhan tagihan yang diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Keluhan atas tagihan termasuk didalamnya pembayaran yang dikredit salah atau tidak dikredit, tagihan ganda, deposit yang tidak dikembalikan,  tagihan yang terlambat, tidak diterimanya tagihan, penyalahgunaan, tagihan yang dikirim kepada alamat yang salah dan kesalahan lainnya mengenai penagihan namun tidak termasuk layanan yang terkait dengan pihak ketiga.

3. Kinerja Pemenuhan Permintaan Pasang Baru adalah waktu yang dibutuhkan penyelenggara jaringan tetap mulai dari penandatangan persetujuan pasang baru hingga layanan tersedia.

4. Keluhan Umum Pelanggan adalah jumlah keluhan yang diterima terkait masalah pelayanan termasuk tidak adanya perbaikan kerusakan atau perbaikan kerusakan yang terlambat setelah dibuatnya laporan, kualitas sambungan yang buruk, staf atau kontraktor yang tidak profesional dan keluhan-keluhan lain yang terkait layanan terhadap pelanggan.

5. Panggilan Terputus Dalam Jaringan adalah panggilan terputus ketika pelanggan melakukan panggilan dari suits atau trunk-nya ke suits tujuan dengan kode trunk yang berbeda pada jaringan penyelenggara yang sama akibat sibuknya jaringan atau kerusakan teknis.

6. Panggilan Terputus Antar Jaringan adalah panggilan yang terputus ketika pelanggan melakukan panggilan dari titik interkoneksi ke suits tujuan dengan kode trunk yang berbeda dari penyelenggara yang berbeda akibat sibuknya jaringan atau kerusakann teknis. 

7. Kecepatan Jawab Operator adalah kecepatan operator call center dalam menjawab panggilan pengguna jaringan yang meminta layanan operator sejak pelanggan memilih menu berbicara dengan operator.

8. Kinerja Pemulihan Layanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan layanan dimulai dari waktu pelaporan pelanggan diterima oleh penyedia layanan sampai waktu pemulihan layanan.

9. Tingkat Pelaporan Gangguan Layanan adalah besarnya jumlah laporan gangguan layanan teleponi dasar yang disampaikan pelanggan.

10. Inter network post dialling delay a adalah interval waktu antara saat pelanggan menyelesaikan pemanggilan nomor dari nomor lokal dari titik interkoneksinya ke suits tujuan dengan kode trunk yang berbeda dalam jaringan penyedia layanan yang berbeda dengan saat dia menerima tanggapan layanan.

11. Intra network post dialling delay adalah interval waktu antara saat pelanggan menyelesaikan pemanggilan nomor lokal dari titik interkoneksinya ke suits tujuan dengan kode trunk yang berbeda dalam jaringan penyedia layanan yang sama dengan saat dia menerima tanggapan layanan.

12. Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa teleponi dasar yang tidak berdasarkan kontrak dengan penyelenggara telekomunikasi.

13. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan/atau layanan teleponi dasar yang berdasarkan kontrak dengan penyelengara telekomunikasi.

14. Hari kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur umum/nasional.

15. Jam sibuk adalah setiap jam dalam suatu periode sibuk antara jam 9 sampai jam 12 dan antara jam 14 dan jam 17 sesuai waktu setempat pada suatu hari kerja.

16. Penyelenggaraan jasa teleponi dasar adalah penyelenggaraan jasa telepon yang menggunakan teknologi circuit-switched yaitu telepon,faksimili, teleks dan telegraf.

17. Penyelenggaraan jaringan tetap adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap;

18. Penyelenggara adalah penyelenggara jasa teleponi dasar dan penyelenggara jaringan tetap lokal,  penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh, penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional.

BAB II

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 2

Seluruh penyelenggara jasa teleponi dasar dan penyelenggara jaringan teteap lokal, penyelenggara jaringan tetap sambungan jarak jauh, serta penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional harus memenuhi standar-standar pelayanan dalam peraturan ini. Penyelengara jasa teleponi dasar dan penyelenggara jaringan tetep lokal, penyelenggara jaringan tetap sambungan jarak jauh, serta penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional harus menjamin bahwa penyedia layanan dan penyelenggara jaringan lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas layanan yang disediakannya diikat dengan kesepakatan tingkat pelayanan (service level agreement) untuk memenuhi standar-standar pelayanan ini.

BAB III

KINERJA PENAGIHAN

Pasal 3

Tolak ukur persentase keluhan atas tagihan dalam satu periode tagihan tidak boleh lebih dari 2% dari jumlah seluruh tagihan dalam satu periode tagihan.

 Pasal 4

Keluhan atas tagihan harus segera diselesaikan dalam tolak ukur kerangka waktu sebagai berikut:

a. 90% keluhan atas tagihan harus segera diselesaikan dalam waktu 15 hari kerja terhitung dari hari dimana keluhan diterima.
b. 95% keluhan atas tagihan harus segera diselesaikan dalam waktu 30 hari kerja terhitung dari hari dimana keluhan diterima. 

Pasal 5
Tolak ukur persentase keluhan atas akurasi tagihan dalam satu bulan tidak boleh lebih dari 5% dari jumlah seluruh tagihan pada bulan tersebut.

 Pasal 6
Tolak ukur persentase penyelesaian keluhan atas akurasi tagihan tidak boleh kurang dari 90% dari total keluhan sebagaimana Pasal 3, yang harus segera diselesaikan dalam waktu 30 hari kerja terhitung dari hari dimana keluhan diterima, kecuali keluhan yang timbul terkait dengan Pihak Ketiga.

Pasal 7
Metoda pengukuran kinerja penagihan adalah sebagai berikut:

a. Penyelenggara merekam jumlah pelanggan yang menyampaikan keluhan yang diterima baik secara tertulis maupun secara lisan (melalui telepon) atau kedua-duanya selama periode 12 bulan.

b. Penyelenggara mengukur persentase keluhan tagihan dengan menggunakan rasio:

(Jumlah pelanggan yang menyampaikan keluhan atas tagihan selama periode 12 bulan x 100%) : Jumlah seluruh pelanggan selama periode 12 bulan.

c. Penyelenggara mengukur persentase keluhan tagihan yang diselesaikan dalam 15 hari kerja dengan menggunakan rasio:

(Jumlah keluhan tagihan yang diselesaikan dalam 15 hari x 100%) : Jumlah seluruh keluhan atas tagihan selama periode 12 bulan.

d. Penyelenggara mengukur persentase keluhan yang diselesaikan dalam 30 hari kerja (C) dengan menggunakan rasio:

(Jumlah keluhan tagihan yang diselesaikan dalam 30 hari x 100%) : Jumlah seluruh tagihan selama periode tagihan 
BAB IV

KINERJA PEMENUHAN PERMINTAAN PASANG BARU

Pasal 8
Tolak ukur pemenuhan permintaan pasang baru harus dipenuhi oleh penyelenggara sebagai berikut:

1. 80% permintaan pasang baru harus segera dipenuhi selama 24 jam terhitung dari waktu penerimaan permintaan.

2. 90% permintaan pasang baru harus segera dipenuhi selama 48 jam terhitung dari waktu penerimaan permintaan.

3. 100% permintaan pasang baru harus segera dipenuhi selama 7 hari terhitung dari waktu penerimaan permintaan.

Pasal 9
Metoda pengukuran kinerja pemenuhan permintaan pasang baru adalah sebagai berikut:

a. Penyelenggara merekam jumlah permintaan pasang baru selama periode 12 bulan.

b. Penyelenggara merekam jumlah permintaan pasang baru yang terpenuhi dalam 24 jam dan menghitung persentasenya dengan menggunakan rasio:

(Jumlah permintaan pasang baru yang terpenuhi dalam 24 jam x 100%) : Jumlah seluruh permintaan pasang baru selama periode 12 bulan

c. Penyelenggara merekam jumlah permintaan pasang baru yang terpenuhi dalam 48 jam dan mengukur persentasenya dengan menggunakan rasio:

(Jumlah permintaan pasang baru yang terpenuhi dalam 48 jam x 100%) : Jumlah seluruh permintaan pasang baru selama periode 12 bulan

d. Penyelenggara merekam jumlah permintaan pasang baru yang terpenuhi dalam 7 hari dan mengukur persentasenya dengan menggunakan rasio:
(Jumlah permintaan pasang baru terpenuhi dalam 7 hari x 100%) : Jumlah seluruh permintaan pasang baru dalam periode 12 bulan
Pasal 10

Pengukuran rasio pemenuhan permintaan pasang baru tidak memasukkan permintaan pasang baru kedalam perhitungan sebagaimana pasal 8 jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Kesalahan pemberian alamat oleh pelanggan;
b. Kerusakan pada fasilitas jaringan akibat force majeure;
c. Kerusakan pada fasilitas jaringan akibat pihak ketiga;

d. Bangunan milik pelanggan tidak dapat diakses;

e. Pengkabelan internal bangunan milik pelanggan tidak siap pada waktu yang disepakati;

f. Pelanggan membatalkan atau menunda permintaan;

g. Fasilitas jaringan belum tersedia.
BAB V

KELUHAN UMUM PELANGGAN

Pasal 11
Tolak ukur jumlah keluhan umum pelanggan tidak boleh lebih dari 50 keluhan tiap 1000 sambungan dalam periode 12 bulan.

Pasal 12
Metoda Pengukuran kinerja penanganan keluhan umum pelanggan adalah sebagai berikut:

a. Penyelenggara merekam jumlah pelanggan yang menyampaikan keluhan yang diterima baik secara tertulis maupun secara lisan (melalui telepon) atau kedua-duanya selama periode 12 bulan.

b. Penyelenggara mengukur persentase keluhan tagihan (A) dengan menggunakan rasio:

(Jumlah pelanggan yang menyampaikan keluhan selain tagihan selama periode 12 bulan x 100%) : Jumlah seluruh pelanggan selama periode 12 bulan

BAB VI

KECEPATAN JAWAB OPERATOR
Pasal 13

Tolak ukur jawaban operator call center terhadap panggilan darurat harus memenuhi ketentuan:

1. 90% panggilan yang dilayani oleh operator harus dijawab tidak boleh lebih dari 10 detik;
2. 100% panggilan yang dilayani oleh operator harus dijawab tidak boleh lebih dari 20 detik.

Pasal 14
Pengukuran Kecepatan Jawab Operator call center digambarkan dengan rasio:

Panggilan yang dijawab  x 100%
Jumlah panggilan darurat yang diterima operator dalam periode pengujian

Pasal 15
Pada jam sibuk, nada sibuk pada panggilan darurat yang diterima operator, tolak ukur jumlah pemanggil yang mendapat nada sibuk tidak boleh lebih dari 1%.

Pasal 16

Pengukuran persentasi nada sibuk digambarkan dengan ratio:

Jumlah nada sibuk pada panggilan darurat selama jam sibuk x 100%
Jumlah seluruh panggilan darurat selama jam sibuk

Pasal 17

Metoda pengukuran Kecepatan Jawab Operator call center adalah sebagai berikut:

a. Penyelenggara merekam jumlah panggilan yang dijawab dalam 20 detik dengan menggunakan rasio:
Jumlah panggilan yang diangkat dalam 20 detik selama periode 12 bulan x 100% : Jumlah seluruh panggilan kepada operator selama perioda 12 bulan.

b. Penyelenggara merekam jumlah panggilan yang tidak diangkat dan mendapat nada sibuk selama periode 12 bulan dengan menggunakan rasio:

Jumlah panggilan yang mendapat nada sibuk dalam 12 bulan x 100% : Jumlah seluruh panggilan kepada operator selama periode 12 bulan.
Pasal 18
Pengukuran Kecepatan Jawab Operator call center dan persentase nada sibuk call center didasarkan pada pengujian panggilan secara acak atau pengamatan layanan yang dilakukan pada jam yang berurutan pada suatu hari tertentu.

Pasal 19
Untuk metoda pengukuran panggilan secara acak, ukuran sampel minimum adalah 30 panggilan dan interval maksimum antara dua pengujian adalah dua menit.

BAB VII

KINERJA PEMULIHAN LAYANAN

Pasal 20

Tolak ukur Kinerja Pemulihan Layanan harus memenuhi ketentuan:

1. 80% dari seluruh permintaan pemulihan layanan harus segera dipenuhi dalam 24 jam terhitung dari waktu  permintaan pemulihan layanan diterima.

2. 90% dari seluruh permintaan pemulihan layanan harus segera dipenuhi dalam 48 jam terhitung dari waktu  permintaan pemulihan layanan diterima. 

Pasal 21
Metoda Pengukuran Kinerja Pemulihan Layanan adalah sebagai berikut:

a. Penyelenggara merekam jumlah permintaan pemulihan layanan selama periode 12 bulan.
b. Penyelenggara merekam jumlah permintaan pemulihan layanan yang dipenuhi dalam 24 jam dan menghitung persentasenya dengan menggunakan rasio:
(Jumlah permintaan pemulihan layanan yang dipenuhi dalam 24 jam x 100%) : Jumlah seluruh permintaan pemulihan layanan selama periode 12 bulan

c. Penyelenggara merekam jumlah permintaan pemulihan layanan yang dipenuhi dalam 48 jam dan menghitung persentasenya dengan menggunakan rasio:

(Jumlah permintaan pemulihan layanan yang dipenuhi dalam 48 jam x 100%) : Jumlah seluruh permintaan pemulihan layanan selama periode 12 bulan

Pasal 22

Pengukuran persentase pemenuhan pemulihan layanan tidak memasukkan kedalam perhitungannya untuk kegagalan-kegagalan akibat:

a. Kerusakan perangkat milik pelanggan
b. Kerusakan fasilitas jaringan karena force majeure
c. Kegagalan karena perbuatan penyedia layanan lain

d. Bangunan pelanggan tidak bisa diakses
e. Kerusakan fasilitas jaringan karena pihak ketiga

f. Kerusakan pengkabelan atau infrastruktur internal milik pelanggan

g. Penundaan pemulihan layanan atas permintaan pelanggan sendiri.

BAB VIII
 LAPORAN TINGKAT GANGGAUN LAYANAN
Pasal 23

Jumlah laporan gangguan layanan untuk setiap 1000 sambungan tidak boleh melebihi 50 laporan pada periode 12 bulan.

Pasal 24

Metoda pengukuran Tingkat Gangguan Layanan adalah sebagai berikut:

a. Penyedia jaringan merekam jumlah permintaan pemulihan layanan selama periode 12 bulan.

b. Penyedia jaringan merekam jumlah permintaan pemulihan layanan yang dipenuhi dalam 24 jam dan menghitung persentasenya dengan menggunakan rasio:

(Jumlah laporan masalah layanan selama 12 bulan x 100%) : Jumlah pelanggan pada akhir periode 12 bulan.

Pasal 38

Pengukuran Tingkat Laporan Gangguan tidak memasukkan kedalam perhitungan untuk kegagalan akibat:

a. Kerusakan perangkat pelanggan atau pengkabelan internal pelanggan;

b. Kabel yang terpotong bukan oleh penyedia layanan;

c. Gangguan karena perbuatan penyedia layanan lain; 
d. Panggilan yang tidak berhubungan dengan laporan gangguan layanan.
BAB IX

PANGGILAN TERPUTUS DALAM JARINGAN

Pasal 25

Tolak ukur Panggilan Terputus Dalam Jaringan tidak boleh melebihi 6%

Pasal 26

Pengukuran Panggilan Terputus Dalam Jaringan didasarkan pada pengujian panggilan secara acak atau pengamatan layanan yang dilakukan pada jam sibuk.

Pasal 27

Untuk metoda pengujian panggilan secara acak, ukuran sampel minimum adalah 30 panggilan tiap area kode trunk dan interval maksimum antara dua pengujian adalah dua menit.

Pasal 28

Pengukuran Panggilan Terputus Dalam Jaringan digambarkan dengan rasio:

Jumlah panggilan terputus antar pelanggan x 100%
Total jumlah panggilan yang dicoba dalam periode pengujian

Pasal 29

Metoda pengukuran Panggilan Terputus Dalam Jaringan adalah sebagai berikut:

a. Penyelenggara melakukan sedikitnya 30 panggilan secara acak untuk tiap area kode trunk dengan interval antara tiap panggila selama 2 menit.

b. Penyelenggara merekam jumlah panggilan yang terputus dalam seluruh panggilan yang dicoba dan menghitung persentasenya dengan menggunakan rasio:

Jumlah panggilan terputus antar pelanggan x 100% : Jumlah panggilan yang dicoba dalam periode pengujian

c. Penyelenggara menghitung rata-rata persentase panggilan terputus untuk seluruh trunk.
BAB X
PANGGILAN TERPUTUS ANTAR JARINGAN

Pasal 30

Tolak ukur Panggilan Terputus Antar Jaringan tidak boleh melebihi 6%

Pasal 31

Pengukuran Panggilan Terputus Antar Jaringan didasarkan pada pengujian panggilan secara acak atau pengamatan layanan yang dilakukan pada jam sibuk.

Pasal 32
Untuk metoda pengujian panggilan secara acak, ukuran sampel minimum adalah 30 panggilan tiap area kode trunk dan interval maksimum antara dua pengujian adalah dua menit.

Pasal 33
Pengukuran Panggilan Terputus Antar Jaringan digambarkan dengan rasio:

Jumlah panggilan terputus x 100%
Total jumlah panggilan yang dicoba dalam periode pengujian

Pasal 34
Metoda pengukuran Panggilan Terputus Antar Jaringan adalah sebagai berikut:

a. Penyelenggara melakukan sedikitnya 30 panggilan secara acak untuk tiap area kode trunk dengan interval antara tiap panggilan selama 2 menit.

b. Penyelenggara merekam jumlah panggilan yang terputus dalam seluruh panggilan yang dicoba dan menghitung persentasenya dengan menggunakan rasio:
Jumlah panggilan terputus antar pelanggan x 100% : Jumlah panggilan yang dicoba dalam periode pengujian
c. Penyelenggara menghitung rata-rata persentase panggilan terputus untuk seluruh trunk.

BAB XI
INTRA NETWORK POST DIALLING DELAY

Pasal 35
Intra Network Post Dialling Delay untuk 95% jumlah panggilan yang dicoba tidak boleh melebihi 10 detik.

Pasal 36
Pengukuran  Intra Network Post digambarkan dengan ratio: 

Jumlah Delay yang kurang dari 10 detik x 100% > 95%
Jumlah seluruh panggilan yang dicoba pada periode pengujian

Pasal 37
Pengukuran Intra Network Post Dialing Delay didasarkan pada pengujian panggilan secara acak atau pengamatan layanan yang dilakukan pada jam sibuk.

Pasal 38
Untuk metoda pengujian panggilan secara acak, ukuran sampel minimum adalah 30 panggilan tiap area kode trunk dan interval maksimum antara dua pengujian adalah dua menit.

Pasal 39
Metoda pengukuran Intra Network Post dialing Delay adalah sebagai berikut:

a. Penyedia jaringan melakukan sedikitnya 30 panggilan secara acak untuk tiap area kode trunk dengan interval antara tiap panggila selama 2 menit
b. Penyedia jaringan merekam jumlah panggilan yang delaynya kurang dari 13 detik dan menghitung persentasenya dengan menggunakan rasio:
Jumlah panggilan dengan delay kurang dari 13 detik x 100% : Jumlah panggilan yang dicoba dalam periode pengujian

c. Penyedia jaringan menghitung rata-rata persentase panggilan terputus untuk seluruh trunk.
BAB XII

INTER NETWORK POST DIALLING DELAY

Pasal 40

Inter Network Post Dialling Delay untuk 95% jumlah panggilan yang dicoba tidak boleh melebihi 13 detik.

Pasal 42

Pengukuran Inter Network Post Dialing Delay digambarkan dengan rasio: 

Jumlah Delay yang kurang dari 13 detik x 100% > 95%
Jumlah seluruh panggilan yang dicoba pada periode pengujian

Pasal 42

Pengukuran Inter Network Post Dialing Delay didasarkan pada pengujian panggilan secara acak atau pengamatan layanan yang dilakukan pada jam sibuk.

Pasal 43

Untuk metoda pengujian panggilan secara acak, ukuran sampel minimum adalah 30 panggilan tiap area kode trunk dan interval maksimum antara dua pengujian adalah dua menit.

Pasal 44
Metoda pengukuran Inter Network Post Dialing Delay adalah sebagai berikut:

a. Penyedia jaringan melakukan sedikitnya 30 panggilan secara acak untuk tiap area kode trunk dengan interval antara tiap panggila selama 2 menit.

b. Penyedia jaringan merekam jumlah panggilan yang delaynya kurang dari 13 detik dan menghitung persentasenya dengan menggunakan rasio:
Jumlah panggilan dengan delay kurang dari 13 detik x 100% : Jumlah panggilan yang dicoba dalam periode pengujian

c. Penyedia jaringan menghitung rata-rata persentase panggilan terputus untuk seluruh trunk.

BAB XIII

PENGECUALIAN
Pasal 45
Dalam hal penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh dan penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung internasional tidak memiliki pelanggan, penyelenggara dikecualikan dari pengukuran dan pelaporan parameter-parameter yang perhitungannya berbasis pelanggan tapi tetap harus memenuhi SLA seperti dinyatakan dalam Pasal 2.

BAB XIV

PELAPORAN
Pasal 46

Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib melakukan pencatatan angka kinerja operasi secara harian, bulanan, tiga bulanan dan tahunan.

Pasal 47

Kelengkapan dan akurasi dari data rekaman kinerja berdasarkan standar-standar wajib dalam Peraturan ini harus dijaga dan dirawat oleh penyedia layanan teleponi dasar dan dilaporkan kepada BRTI.

Pasal 48
Format laporan harus sesuai dengan format pelaporan pada Lampiran 1.

Pasal 49
Setiap laporan harus disertai dengan pernyataan yang disertai tanda tangan oleh penanggung jawab layanan teleponi dasar diatas meterai bahwa laporan yang dibuat adalah benar dan akurat.

Pasal 50

Laporan tersebut sudah harus diserahkan kepada BRTI paling lama 6 minggu setelah akhir periode laporan (31 Desember).

BAB XV

AUDIT DAN VERIFIKASI LAPORAN
Pasal 51
BRTI dapat sewaktu-waktu melakukan audit dan verifikasi dari setiap laporan kualitas pelayanan penyedia layanan teleponi dasar.

Ditetapkan di        :
J A K A R T A

Pada tanggal
: 


     

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
                                                   SOFYAN DJALIL
Lampiran 1

FORMAT PELAPORAN

	No.
	Standar Wajib Kualitas Pelayanan
	Kriteria
	Nila Target atau Tolak Ukur
	Nilai Kumulatif

Jan – Des

Tahun:

	1
	Billing Performance
	Jumlah keluhan diselesaikan dalam 15 hari kerja
	≥90%
	

	
	
	Jumlah keluhan diselesaikan dalam 30 hari kerja
	≥95%
	

	2
	Fulfillment of Installation Order
	Permintaan pasang baru diselesaikan dalam 24 jam
	≥80%
	

	
	
	Permintaan pasang baru diselesaikan dalam 24 jam
	≥90%
	

	
	
	Permintaan pasang baru diselesaikan dalam 24 jam
	100%
	

	3
	General Customer Complain Handling
	Jumlah keluhan per 1000 pelanggan dalam 12 bulan
	≤50
	

	4
	Operator Speed of Answer
	Panggilan darurat yang dijawab dalam 10 detik
	≥90%
	

	
	
	Panggilan yang dijawab dalam 20 detik
	≥95%
	

	
	
	Jumlah panggilan darurat yang mendapat nada sibuk
	≤5%
	

	5
	Service Restoration 
	Permintaan pemulihan layanan diselesaikan dalam 24 jam
	≥80%
	

	
	
	Permintaan pemulihan layanan diselesaikan dalam 24 jam
	≥90%
	

	6
	Service Trouble Report
	Jumlah laporan gangguan per 1000 pelanggan dalam 12 bulan
	≤500
	

	7
	Intra Network Call Connection Loss
	
	≤6%
	

	8
	Inter Network Call Connection Loss
	
	≤6%
	

	9
	Inter Network Post Dialing Delay < 13 detik
	
	≥ 95%
	

	10
	Intra Network Post Dialing Delay < 10 detik
	
	≥ 95%
	


.................(tempat)...................., .....(anggal dan bulan)....., 20.....

TTD diatas Meterai Rp. 6000,-

DIREKTUR PT ......................

